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Abstract. Akad is an essential element in Islamic economic transactions as it serves as the foundation of the
agreement between the involved parties. The underlying principles of Sharia in managing contracts include
justice, honesty, equality, and trust, with the aim of creating fair transactions in accordance with Islamic law.
This article aims to examine the principles of Sharia in managing contracts and their implementation in various
forms of Islamic economic transactions, such as Islamic banking, microfinance, and Shariah compliant capital
markets. The qualitative approach is used with normative analysis of classical and contemporary Islamic
literature, as well as a review of modern practices. The study's findings indicate that proper Shariah-compliant
contract management not only ensures the legality of transactions but also enhances trust and blessings in
economic activities. By understanding these principles, it is hoped that the community and economic players can
implement contracts more wisely and responsibly.
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Abstrak. Akad adalah bagian penting dari transaksi ekonomi Islam yang berperan sebagai dasar perjanjian antara
pihak-pihak yang terlibat. Prinsip syariah yang menjadi dasar dalam pengelolaan akad meliputi keadilan,
kejujuran, persamaan, dan kepercayaan, dengan tujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan
hukum Islam. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menelaah prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan kontrak dan
cara menerapkannya dalam berbagai jenis transaksi ekonomi Islam, seperti perbankan syariah, pembiayaan mikro,
dan pasar modal syariah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis normatif terhadap literatur Islam
klasik dan kontemporer, serta meninjau praktik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kontrak
yang sesuai dengan syariah tidak hanya menjamin keabsahan hukum transaksi tetapi juga meningkatkan
kepercayaan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan
masyarakat dan pelaku ekonomi bisa menerapkan akad dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab..

Kata kunci: Akad, Ekonomi, Islam, Prinsip Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan ketergantungan dan
hubungan dengan manusia lainnya. Karena itu, manusia tidak dapat hidup sendirian.
Dalam melakukan aktivitas sosial, Islam memiliki aturan-aturan perjanjian (akad) yang
mengatur hubungan manusia. Dalam agama Islam, dikenal dengan istilah agad,
ketentuan akad berlaku dalam aktivitas perbankan Islam. Akad merujuk kepada
perjanjian yang sah yang dibuat melalui penawaran dan penerimaan sesuai dengan
hukum syariah yang berdampak pada hal yang disepakati. Semua kesepakatan
(transaksi) yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik dua pihak maupun lebih, harus sesuai
dan sejalan dengan hukum syari‘at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang

lain, tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur terlarang seperti
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perjudian, ketidakjelasan, riba, dan transaksi dengan barang atau harta yang diharamkan.
(Situmorang & Sitohang, 2021)

Maka, untuk mencapai kesepakatan yang harus diikuti, diperlukan perjanjian atau
kontrak yang disebut sebagai akad dalam Islam. Dalam konteks ekonomi Islam
(mu’amalah al-igtishadiyah), transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak memiliki
beberapa prinsip akad, seperti prinsip ilahiyah, prinsip kebolehan, prinsip keadilan,
prinsip persamaan, prinsip kejujuran, dan lain-lain. Principles tersebut merupakan dasar
dari kontrak bagi para pihak yang melakukan transaksi dalam konsep ekonomi Islam.
(Zuhdi, 2017)

Memahami latar belakang prinsip syariah dalam pengelolaan akad sangatlah
penting, terutama dalam konteks perbankan syariah dan transaksi keuangan lainnya.
Prinsip-prinsip ini bertindak sebagai panduan untuk mengatur interaksi ekonomi dan
sosial dalam masyarakat Muslim, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai
dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.
Sebuah asas utama dalam pengaturan perjanjian adalah larangan terhadap elemen-
elemen yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi).
Menurut Supriadi dan Ismawati, prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam muamalah dan
segala transaksi di dunia perbankan syariah, yang harus mengikuti pedoman dari Al-
Qur'an dan Hadis. Ini sesuai dengan pandangan Hadjri et al.(Hadjri et al., 2022)

Akad dalam syariah tak hanya sebuah perjanjian, tapi juga mencerminkan komitmen
moral dan etika antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, akad Salam, yang adalah
kontrak jual beli dengan pembayaran di muka, harus memenuhi persyaratan tertentu agar
sah sesuai dengan hukum syariah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan akad harus
dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab penuh, untuk memastikan bahwa
semua pihak memperoleh haknya tanpa ada yang tersakiti. Prinsip keadilan juga
menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan akad. Marzuki menjelaskan
bahwa dalam transaksi murabahah, penentuan margin keuntungan harus dilakukan
dengan adil agar tidak merugikan pihak bank atau nasabah.(Marzuki et al., 2024)

Secara umum, landasan prinsip syariah dalam pengaturan akad melibatkan
pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam yang harus ditegakkan dalam
setiap transaksi. Menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan
adalah hal yang penting, yang nantinya akan bertujuan untuk mendukung kesejahteraan

masyarakat.
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Perkembangan prinsip syariah dalam akad sangat penting untuk memahami
bagaimana transaksi ekonomi Islam beroperasi di zaman modern. Akad, sebagai
perjanjian yang mengikat antara dua pihak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar
sah menurut hukum syariah. Dalam penelitian (Marzuki et al., 2024) ini, kita akan
membahas perkembangan prinsip syariah dalam akad, tantangan yang dihadapi, serta
inovasi yang muncul dalam praktik muamalah. Dalam beberapa tahun terakhir,
kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum dan etika dalam transaksi bisnis syariah
telah mengalami peningkatan. Menurut Abdullah, penafsiran hukum syariah menjadi
hal yang krusial dalam memahami hukum Islam dalam konteks transaksi bisnis, dan
memberikan panduan berharga dalam mengelola lembaga keuangan syariah (Abdullah
et al., 2021) Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-
prinsip syariah dapat meningkatkan kualitas transaksi.

Di era modern saat ini banyak sekali mengalami perubahan dan pertumbuhan, dapat
dilihat dari beberapa contoh seperti penggunaan fintech syariah. Muhlis menjelaskan
bahwa fintech peer-to-peer lending syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah,
seperti tidak boleh ada riba dan gharar.(Muhlis, 2022) Menurut Muhlish perkembangan
teknologi keuangan (fintech) telah memberikan kontribusi besar terhadap transaksi
berbasis syariah. Pada tahun 2022, penggunaan fintech syariah meningkat hingga 30%
dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka
terhadap inovasi dalam layanan keuangan.(Muhlis, 2022)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan syariah di Indonesia
mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Pada tahun 2021, total aset perbankan
syariah mencapai sekitar IDR 500 triliun, mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya (Siti Alfiyah et al., 2023) Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat

terhadap layanan keuangan berbasis syariah semakin meningkat.

KAJIAN TEORITIS
a) Makna akad

Menurut (Syah, 2019) Akad berasal dari kata yang berarti ikatan atau persetujuan,
namun secara khusus dalam konteks transaksi atau kesepakatan antara pihak yang
memberikan dan pihak yang menerima untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya:
perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pernikahan. Alasan hukum di

balik dilakukannya akad adalah adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :
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Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan
ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S: Al-Ma'idah :1)

Keterkaitan Surah Al-Maidah ayat 1 dalam konteks transaksi sangat relevan,
terutama dalam hal pemenuhan akad dan perjanjian dalam muamalah (transaksi) dalam
Islam. Ayat ini merupakan dasar utama dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama
dalam mempertahankan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi
yang dilakukan. ayat ini relevan dalam konteks transaksi (Abdullah et al., 2021)

Pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar akad sangatlah
penting untuk dipahami. Menurut Indriani,(Indriani et al., 2023) sebuah kontrak syariah
harus memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan, kompetensi, kejelasan objek, dan
sebab yang halal. Rukun ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad

memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.

b) Rukun Akad

Dalam sebuah akad, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar
akad tersebut dianggap sah. Menurut Kamaruddin dkk, umumnya rukun akad mencakup
(Kamaruddin et al., 2021): a) Para Pihak (Al-Agdan) Mereka yang terlibat dalam
perjanjian harus memiliki pengetahuan hukum dan beragama Islam. Penting untuk
memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi
ini. b) Objek Akad (Al-Ma’qud ‘Alaih) Objek dari suatu perjanjian harus terdefinisi
dengan jelas dan sesuai sy Dalam konteks transaksi jual beli, objek ini dapat berupa
barang atau pelayanan yang diperdagangkan. Nugroho menegaskan bahwa objek dalam
akad harus jelas untuk mencegah terjadinya gharar (ketidakpastian) dalam
transaksi.(Priyo Nugroho et al., 2023) c) ljab (penawaran) dan gabul (penerimaan) harus
diungkapkan dengan jelas dan pasti. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah
setuju. Dalam transaksi online, Rosyidah menekankan bahwa proses ijab gabul harus

sesuai dengan aturan syariah agar transaksi tersebut sah.(Rosyidah & Rofiah, 2023)
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Akad, sebagai perjanjian atau kontrak, memainkan peran yang sangat penting dalam
berbagai transaksi keuangan, termasuk dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan
lainnya. Dalam penelitian ini, kita akan mempelajari beberapa tipe kontrak yang sering
digunakan, prinsip-prinsip dasarnya, dan konsekuensi hukum dari penggunaan kontrak-
kontrak tersebut. Salah satu jenis kontrak yang sering dibahas adalah kontrak Al-ljarah,
yang merupakan kontrak sewa-menyewa. Prabowo menyatakan bahwa akad ini harus
memenuhi persyaratan tertentu agar diakui secara legal, dan penggunaannya dalam
lembaga keuangan syariah seperti pegadaian harus dilakukan dengan kehati-hatian agar
tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba.(Prabowo et al., 2023)

Selain itu, Royani dkk. Menguraikan bahwa akad Tabarru’, Qardh, dan Rahn juga
merupakan bagian dari transaksi yang diatur dalam hukum syariah, di mana setiap akad
memiliki ciri khas dan tujuan yang berbeda.(Royani et al., 2023) Contoh dari Akad
Qardh adalah pemberian pinjaman tanpa membayar bunga, sehingga lebih bertujuan
untuk kepentingan sosial dan saling membantu.

Contoh lainnya : Platform crowdfunding berbasis syariah seperti Kitabisa.com dan Aksi
Cepat Tanggap (ACT) telah menggunakan akad tabarru’ untuk mendukung program
wakaf tunai.

Fakta: Pada tahun 2022, Kitabisa.com berhasil menghimpun lebih dari Rp 50 miliar
melalui wakaf tunai guna membangun fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit wakaf di
Jakarta, dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil.

Penjelasan Eksekusi:

Dalam proses ini: Dana diberikan oleh donatur (wakif) kepada platform dengan niat
tabarru’ (tanpa mencari keuntungan).

Uang tersebut dipakai untuk proyek-proyek sosial, seperti membangun infrastruktur
yang memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dana yang berasal dari wakaf, seperti pendapatan dari rumah sakit, dimanfaatkan untuk

kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah. (Andrean et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis
untuk mengevaluasi prinsip dan penerapan akad dalam transaksi ekonomi Islam. Metode
ini digunakan untuk menyelidiki, memahami, dan menggambarkan fenomena akad
berdasarkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini dilakukan

dengan cara mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber literatur yang relevan,
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seperti kitab fikih, jurnal akademik, dan dokumen hukum syariah. Temuan penelitian
disajikan dalam bentuk paragraph yang membahas kesulitan penelitian dan berfungsi
sebagai kesimpulan. (Nugroho et al., 2023) Informasi yang diperoleh akan dianalisis
secara dalam teks dan konteks untuk menjelaskan landasan hukum untuk kontrak,
persyaratan yang harus dipenuhi, dan penerapannya dalam transaksi ekonomi, seperti

perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya.(Rahayu & Nurrohim, 2022)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan akad untuk
transaksi ekonomi Islam adalah semua terkait dengan keabsahan, keadilan, dan
transparansi dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai panduan
untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan
manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Keberlakuan akad dalam transaksi ekonomi Islam sangat tergantung pada
pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam penelitiannya,
Abdullah (Abdullah et al., 2021) menekankan betapa pentingnya komitmen dan
perjanjian dalam transaksi ekonomi, yang dapat menciptakan dasar etika dan moral bagi
bisnis. Akad juga dianggap sah, ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditetapkan, seperti adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat dan objek
akad yang jelas.

Akad bukan hanya sebagai kesepakatan hukum, tetapi juga sebagai sarana etika dan
moral yang memastikan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip syariah
menekankan bahwa setiap perjanjian harus didasari oleh niat yang baik, keadilan, dan
transparansi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian
menunjukkan bahwa pengelolaan akad harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti
asas ilahiyah, keadilan, kejujuran, kesetaraan, kemaslahatan, dan amanah.

Prinsip-prinsip ilahiyah menegaskan bahwa setiap transaksi adalah bentuk ibadah
yang harus sesuai dengan aturan Allah SWT. Prinsip keadilan menjamin tidak ada pihak
yang merasa dirugikan dalam perjanjian, sementara prinsip kejujuran mendorong para
pihak untuk bersikap transparan. Di samping itu, prinsip kemaslahatan menegaskan
bahwa setiap kontrak harus memberikan keuntungan yang besar bagi individu dan
masyarakat. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi bebas dari riba, gharar, dan

maysir, sehingga akad menjadi instrumen ekonomi yang adil.
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Secara praktis, lembaga keuangan syariah telah menerapkan prinsip-prinsip ini
melalui berbagai produk, seperti pembiayaan berbasis murabahah, mudharabah, atau
ijarah. Namun, keberhasilan pelaksanaan tidak lepas dari rintangan, seperti tingkat
literasi masyarakat yang rendah mengenai akad syariah dan kurangnya pengawasan
regulasi yang ketat. Sebagai konsekuensinya, seringkali terdapat penyimpangan dalam
pelaksanaan yang mengancam prinsip keadilan dan transparansi.

Penulis menekankan betapa pentingnya pendidikan dan perkuatan regulasi untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa akad-akad yang digunakan
sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, proses penulisan akad dengan melibatkan
saksi secara tertulis, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an. "Bagi para kaum beriman,
jika kalian melakukan transaksi hutang-piutang untuk jangka waktu tertentu, maka
hendaknya kalian membuat perjanjian secara tertulis..." (QS Al-Bagarah: 282). Dalam
hal ini, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mencatat setiap transaksi utang-
piutang yang dilakukan, khususnya jika melibatkan waktu yang ditentukan.(Putra et al.,
2022)

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di masa
mendatang dan memastikan bahwa hak-hak setiap pihak tetap terjaga. merupakan jalan
keluar untuk mengurangi konflik. Oleh karena itu, manajemen kontrak dalam transaksi
ekonomi Islam tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-
nilai spiritual dan moral dalam Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan
bersama sesuai dengan syariah.

Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam ayat ini adalah adanya kewajiban
untuk mencatat setiap transaksi hutang. Sholihin (Sholihin, 2020) menjelaskan bahwa
catatan utang bukan hanya sebagai bukti, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah
ketidakpastian dan konflik di masa depan. Dengan mencatat utang, semua pihak
memiliki panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.

Ayat 282 dari Surat Al-Bagarah juga disarankan dalam ayat ini agar transaksi
peminjaman uang dicatat di depan saksi. Tujuannya adalah untuk menyediakan bukti
yang solid dan mencegah kemungkinan penipuan, menekankan pentingnya peran saksi
dalam memastikan keabsahan transaksi dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa akad dalam ekonomi Islam memiliki
peran yang sangat penting sebagai dasar hukum dalam transaksi muamalah. Adapun
akad dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. akad tabarru’

difokuskan pada bantuan saling-membantu tanpa niat keuntungan bisnis, seperti
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sumbangan, wakalah, rahn, dan kafalah. Pada saat yang sama, akad tijarah dimaksudkan
untuk mencari keuntungan komersial dengan cara yang halal, seperti murabahah, salam,
dan ijarah. Asas-asas utama yang menjadi dasar dari pelaksanaan akad meliputi prinsip-
prinsip ilahi, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi ekonomi syariah dilakukan
sesuai dengan hukum Islam dan terhindar dari riba, ketidakpastian, dan perjudian.Maka,
tiap-tiap perjanjian harus tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba,
gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Contohnya, dalam transaksi perbankan
syariah, produk seperti murabahah (penjualan dengan margin keuntungan yang telah
disepakati) dilakukan dengan jelas agar tidak ada tindakan manipulasi yang melanggar
prinsip kejujuran.

Prinsip keadilan ditegakkan dalam transaksi seperti mudharabah (kerja sama usaha
dengan bagi hasil), di mana pembagian laba dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal
tanpa menimbulkan kerugian bagi anu satu pihak. Dalam konteks ini, si pengelola dana
(mudharib) diwajibkan bekerja dengan amanah untuk mengelola dana dari pemilik
modal (shahibul maal) dengan cara yang produktif dan sesuai dengan syariat. Demikian
juga, dalam transaksi ijarah (sewa-menyewa), keadilan dapat dilihat dari penentuan
harga sewa yang adil dan manfaat barang atau jasa yang jelas.

Prinsip kesetaraan dan kemaslahatan dijalankan dalam akad seperti musyarakah
(kerja sama investasi) di mana setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang
seimbang sesuai dengan kontribusi mereka masing-masing. Dalam transaksi tabarru’
seperti wakaf atau hibah, prinsip kemaslahatan menjadi fokus utama, yakni memastikan
manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas tanpa motif
keuntungan komersial.

Dalam hal ini, prinsip kepercayaan dan kejujuran diterapkan dengan memastikan
bahwa semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan memiliki niat baik dan komitmen
yang jujur dalam menjalankan perjanjian. Sebagai contoh, dalam transaksi gadai
syariah, barang yang digunakan sebagai jaminan harus dijaga dengan baik oleh pihak
penerima gadai (rahin), dan pihak yang meminjam (murtahin) tidak diperbolehkan untuk
memperoleh manfaat tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi ekonomi Islam berperan tidak
hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan,
kesejahteraan, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran syariah.

Pada praktiknya, akad-akad tersebut diterapkan dengan fleksibilitas melalui lembaga
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keuangan syariah seperti perbankan syariah, dengan beberapa penyesuaian sesuai

dengan kebutuhan transaksi modern.

Akad juga memiliki mekanisme terminasi yang memungkinkan pembatalan jika
tidak memenuhi syarat sah atau terjadi pelanggaran prinsip, seperti melalui mekanisme
igalah (kesepakatan pembatalan). Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam
memenuhi kebutuhan para pihak yang melakukan transaksi. Pembatalan akad, biasanya
menghapuskan akad aslinya, pembatalan akad ghoiru lazim terjadi karena sifat akadnya
sendiri, baik dilakukan oleh satu pihak maupun kedua pihak, pembatalan ini sangat
jelas.(Kamaruddin et al., 2021) Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan
terminasi sebuah kontrak.

Pembatalan Karena Pemutusan Akad (Fasakh)

Situasi ini biasanya terjadi ketika salah satu pihak melanggar perjanjian atau mengetahui
adanya unsur kecerobohan atau penipuan dalam pembuatan perjanjian. Kesalahan dapat
terkait dengan objek perjanjian (error in objecto) maupun dengan pihak yang terlibat (error
in personal).

Pembatalan karena adanya kerusakan akad (fasid)

Jika ada kerusakan dalam suatu perjanjian, seperti transaksi jual-beli yang tidak jelas,
perjanjian tersebut harus dibatalkan, baik melalui kesepakatan para pihak yang terlibat
maupun melalui keputusan dari pengadilan.

Pembatalan karena hak khiyar.

Hak pilihan ditetapkan oleh syariat Islam untuk orang-orang yang melakukan transaksi
agar tidak mengalami kerugian dalam transaksi mereka, sehingga tujuan kemaslahatan
dalam transaksi dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, pilihan ini ada
agar kedua belah pihak dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing dari transaksi
tersebut, agar tidak menyesal di kemudian hari dan merasa tertipu.

Pembatalan karena adanya igalah.

Igalah merupakan pembatalan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Igalah juga dapat disebut sebagai perjanjian antara pihak-pihak untuk mengakhiri suatu
kontrak dan menghilangkan semua konsekuensi hukumnya, sehingga semua pihak
kembali ke status awal sebelum kontrak tersebut diakhiri.

Pembatalan karena akad tidak dapat dilaksanakan.

Kontrak dapat berakhir secara otomatis atau secara hukum jika isi kontrak tidak dapat

dilaksanakan dan akan menyebabkan kerugian.
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Pembatalan dilakukan karena tujuan akad telah tercapai.

Jika dalam periode perjanjian yang telah disepakati dan dijelaskan dalam akad telah
berakhir atau tujuan dari akad tersebut telah tercapai, maka akad tersebut akan otomatis
dibatalkan. Contohnya, apabila kontrak sewa rumah selama satu tahun telah berakhir, atau
pembelian mobil yang diurus oleh orang lain telah sukses.

Pembatalan karena adanya uang muka (“urbun)

Urbun juga bertujuan memberikan hak kepada setiap pihak untuk mengakhiri perjanjian
secara sepihak dalam periode waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan adat atau
kesepakatan sendiri dengan menerima pembayaran ‘urbun’. Jika yang mengakhiri
perjanjian adalah pihak yang membayar uang 'urbun, maka dia akan kehilangan uang
‘urbun tersebut (sebagai kompensasi atas pembatalan perjanjian) yang pada saat yang sama
akan menjadi hak penerima uang 'urbun. Sebaliknya, jika pihak yang memutuskan kontrak
adalah pihak penerima ‘urbun, maka ia harus mengembalikan 'urbun yang telah
diterimanya sebagai ganti rugi atas pembatalan kontraknya.

Pembatalan dikarenakan akad tidak dilaksanakan.

Dikenal dengan istilah wanprestasi, ini merujuk pada ketidakmampuan untuk memenuhi
kewajiban yang telah dijanjikan atau tertulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak
yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tidak mencapai prestasi, mencapai prestasi dengan
tidak sempurna, atau mencapai prestasi terlambat. Ketika satu pihak gagal memenuhi
kewajibannya sesuai kontrak (wanprestasi), maka hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak

lain untuk meminta pembatalan kontrak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

71

Pentingnya pengelolaan akad syariah dalam transaksi ekonomi Islam, yang berdasarkan
pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan amanah. Akad berperan sebagai
dasar hubungan kontraktual, untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai
dengan syariat Islam. Dengan menghindari elemen-elemen yang diharamkan seperti riba,
gharar, dan maysir, akad syariah tidak hanya menjamin keabsahan transaksi secara hukum
tetapi juga meningkatkan nilai moral, spiritual, dan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dan sektor ekonomi
Islam modern telah menggunakan berbagai jenis akad, seperti murabahah, mudharabah,
ijarah, dan wakaf tunai, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, peran

teknologi, seperti fintech syariah, memperluas penerapan prinsip-prinsip ini ke dalam
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layanan berbasis digital, walaupun masih ada tantangan seperti literasi masyarakat dan

pengawasan regulasi yang menjadi hambatan utama.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip dan praktik akad syariah,
diharapkan masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi dengan bijaksana dan
tanggung jawab. Penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, dan inovasi
berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan ekonomi Islam

yang adil, transparan, dan berkah.
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